
SALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 31 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 19 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHTAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 
menjelaskan Perubahan RKPD ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan 
penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan 
Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan menteri 
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2017, menjelaskan RKPD Tahun 
2017 dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan 
dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat 
pemerintah yang tidak perlu merubah RPJMD, 
penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah 
RPJMD, dan terdapat perubahan dan/atau penambahan 
program baru pada RPJMD; 

c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2017 disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan 
kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk 
kedua kalinya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

Mengingat 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiallomor 
4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015-2019; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan 4. 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 517); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Barat Nomor 7); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Nomor 126); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Pro sedur Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2010 Nomor 4 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 
2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005 - 2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 
Nomor 4 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2012 Nomor 2 Seri E); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 
Nomor 9); 

19. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 
19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita 
Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 32); 

MEMIJTUSKAN .4- , 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017. 

Pasal I 

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Tanah Datar Datar Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah 
Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Tanah Datar Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 32) diubah sehingga 
menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati m i. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 4 Agustus 2017 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 7 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR, 

ttd. 

HARD! MAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 32 

• •• 
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suai dengan aslinya 
AGIAN HUKUM 

TANAH DATAR 



BAB IV 

PENUTUP 

Perubahan Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 yang ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati Tanah Datar, merupakan doktunen perencanaan dan dipergunakan 

sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

Keberhasilan pelaksana.an Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 

sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini. 

tergantung pada sikap mental, tekad. semangat, ketaatan. dan disiplin seluruh Perangkat 

Daerah Kabupaten Tanah Datar sena peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dal= kaitan 

m i. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-

sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan 

sebagaimana yang tertuang dalamRKPD Tahun 2017 beserta perubahannya agar lebih 

bersinergi dan mampu memberikan basil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih 

adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah 

Datar. 

Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara 

berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media 

evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai rencana. 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
GIAN HUKUM 

NAH DATAR, 

S.H., S.Sos 
0 199202 1 002 
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